
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.229, 2018 KEMLU. Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Dalam 

Negeri.  
 

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 3 TAHUN 2018 

TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN 

PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI DAN DALAM NEGERI 

PADA KEMENTERIAN LUAR NEGERI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a.  bahwa penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

164/PMK.05/2015 dan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 227/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Perjalanan 

Dinas Luar Negeri serta Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas 

Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan 

Pegawai Tidak Tetap, perlu diseragamkan untuk tertib 

administrasi kegiatan perjalanan dinas di lingkungan 

Kementerian Luar Negeri; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan 

Menteri Luar Negeri tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Dalam Negeri pada 

Kementerian Luar Negeri; 

   

Mengingat : 1.  Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
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Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 103); 

  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 

tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat 

Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678); 

  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 

tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Luar Negeri 

sebagaiamana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 227/PMK.05/2016 tentang Tata Cara 

Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1272); 

  4.  Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2016 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar 

Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 590); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PETUNJUK 

PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI DAN 

DALAM NEGERI PADA KEMENTERIAN LUAR NEGERI. 

 

Pasal 1 

Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk memberikan 

pedoman kepada seluruh satuan kerja di Kementerian Luar 

Negeri dalam melaksanakan perjalanan dinas luar negeri dan 

dalam negeri. 

 

Pasal 2 

Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri dan 

Dalam Negeri pada Kementerian Luar Negeri sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

 

 

 

www.peraturan.go.id



2018, No.229 
-3- 

Pasal 3 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 30 Januari 2018 

 

MENTERI LUAR NEGERI 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

RETNO L. P. MARSUDI 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 7 Februari 2018 

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

              ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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LAMPIRAN  

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 3 TAHUN 2018                         

TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN 

PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI 

DAN DALAM NEGERI PADA 

KEMENTERIAN LUAR NEGERI 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

Dalam rangka pelaksanaan tugas penyelenggaraan hubungan luar negeri 

dan pelaksanaan politik luar negeri, Kementerian Luar Negeri 

menyelenggarakan perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri.  

 

Agar perjalanan dinas luar negeri dan dalam negeri dimaksud dapat 

dilaksanakan secara tertib, efisien, efektif, transparan dan bertanggung 

jawab, Kementerian Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 dan Nomor 227/PMK.05/2016 

mengenai Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri, serta 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang 

Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan 

Pegawai Tidak Tetap.  

 

Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat banyak 

ketidakseragaman, sehingga terdapat pemberian hak keuangan 

perjalanan dinas jabatan yang tidak sejalan dengan ketentuan dalam PMK 

dimaksud. 

 

Banyaknya permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan perjalanan 

dinas jabatan di Kementerian Luar Negeri berakibat pada munculnya 

temuan-temuan, baik dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) 

maupun aparat pemeriksa eksternal, yang mengakibatkan pengembalian 

hak keuangan perjalanan dinas yang telah diterima pejabat/pegawai. 
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Mengingat seluruh perjalanan dinas harus dilaksanakan secara tertib, 

efisien, efektif, transparan, bertanggung jawab, dan rasional, serta tidak 

dipergunakan sebagai unsur tambahan penghasilan oleh pejabat/pegawai, 

maka Petunjuk Teknis disusun untuk membantu mencapai keseragaman 

penerapan PMK Nomor 164/PMK.05/2015, PMK  

Nomor 227/PMK.05/2016 dan PMK Nomor 113/PMK.05/2012 dalam 

pengelolaan keuangan di Kementerian Luar Negeri. 

 

II. PRINSIP PERJALANAN DINAS 

 

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip 

sebagai berikut: 

1. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan 

prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan; 

2. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja 

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu); 

3. Efisiensi dan efektivitas penggunaan belanja negara; dan 

4. Transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan perjalanan dinas, 

khususnya dalam pemberian perintah dan pembebanan biaya 

perjalanan dinas. 

 

Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud di atas diwujudkan dalam hal-hal 

sebagai berikut: 

1. Adanya kepastian tidak akan terjadi pelaksanaan perjalanan dinas 

yang tumpang tindih atau rangkap; 

2. Tidak terdapat pelaksanaan perjalanan dinas yang dipecah-pecah 

apabila suatu kegiatan dapat dilaksanakan secara sekaligus dengan 

sasaran peserta, tempat tujuan, dan kinerja yang dihasilkan sama; 

3. Perjalanan dinas hanya dilaksanakan oleh Pelaksana Perjalanan 

Dinas yang memang benar-benar diharapkan memberikan kontribusi 

nyata dengan hasil yang akan dicapai; 

4. Tidak terdapat perjalanan dinas keluar kantor untuk kegiatan yang 

seharusnya dapat dilakukan di kantor; dan 

5. Mengutamakan pencapaian kinerja dengan memperhatikan 

ketersediaan pagu anggaran pada Satker yang bersangkutan. 
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